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PENDAHULUAN

Kecantikan tidak lagi dipandang sebatas persoalan penampilan, melainkan telah
menjadi bagian penting dari gaya hidup modern yang mencerminkan kesehatan,
kepercayaan diri, serta keseimbangan hidup. Dalam kehidupan masyarakat urban yang
dinamis, perawatan diri menjadi kebutuhan esensial, bukan hanya bagi perempuan, tetapi
juga laki-laki. Kesehatan kulit kini diartikan sebagai refleksi dari kesejahteraan tubuh dan
pikiran. Upaya menjaga kulit agar tetap sehat dimulai dari dalam melalui asupan nutrisi
bergizi, hingga perawatan luar melalui penggunaan produk kosmetik dan perawatan kulit.
Vitamin, mineral, dan antioksidan berperan penting dalam menjaga kelembapan,
elastisitas, serta perlindungan kulit terhadap paparan radikal bebas. Lebih dari sekadar
aktivitas rutin, merawat diri terbukti memberikan dampak psikologis positif, seperti
menurunkan tingkat stres dan meningkatkan rasa percaya diri (Rohmalia & Aminda,
2021).

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penampilan dan kesehatan kulit
mendorong perkembangan pesat industri kosmetik di Indonesia. Kosmetik tidak lagi
hanya berfungsi mempercantik wajah, tetapi juga menjaga kesehatan kulit melalui inovasi
bahan alami, teknologi dermatologi, serta formula ramah lingkungan. Kini, produk
kosmetik telah menjadi kebutuhan harian yang setara pentingnya dengan sandang dan
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pangan (Sembiring & Pratama, 2022). Data dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menunjukkan bahwa industri kosmetik mengalami peningkatan signifikan,
dari 913 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 1.010 perusahaan pada 2022, atau
meningkat sebesar 21,9% (ekon.go.id, n.d.). Pertumbuhan ini menunjukkan betapa besar
potensi ekonomi di balik dunia kecantikan yang semakin digemari masyarakat modern.

Namun, di balik kemajuan yang menjanjikan, muncul tantangan baru dalam bentuk
praktik pemasaran yang tidak sepenuhnya jujur, yaitu fenomena overclaim. Dalam
persaingan yang ketat, produsen berusaha menarik minat konsumen dengan menonjolkan
keunggulan produk melalui berbagai klaim. Klaim tersebut dapat berupa klaim fakta,
klaim nilai, klaim kesehatan, hingga klaim inovasi (Simamora, 2025; Ilham & Isfianadew,
2024). Pada dasarnya, klaim memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan
membangun kepercayaan konsumen terhadap produk. Akan tetapi, praktiknya sering kali
menimbulkan masalah karena banyak pelaku usaha yang membuat klaim berlebihan tanpa
dukungan bukti ilmiah. Overclaim bukan hanya menciptakan ekspektasi yang tidak
realistis, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat adanya peningkatan kasus
kosmetik dengan klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan sebagian di
antaranya mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna
sintetis yang dilarang penggunaannya (Azzahra et al.,, 2021). Penggunaan bahan
berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan serius, seperti iritasi kulit,
kerusakan ginjal, hingga gangguan sistem saraf (Santoso, n.d.). Kasus-kasus ini
membuktikan bahwa di balik gemerlap dunia kecantikan, masih terdapat ancaman
tersembunyi yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan obat dan makanan, Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa
setiap produk yang beredar di pasaran aman dan layak konsumsi. Berdasarkan Peraturan
BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, lembaga ini tidak hanya
bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pengawasan, tetapi juga melaksanakan
pengawasan pra dan pasca peredaran produk. Selain itu, BPOM berperan dalam
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan
konsumen, sehingga keberadaannya menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas dan
keamanan produk di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan BPOM bersifat preventif
untuk memastikan produk memenuhi standar yang berlaku, dan represif untuk menindak
pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum (Tambuwun, 2020; Nurdiyanti et al.,
2024).

Meskipun regulasi telah diatur dengan jelas, praktik overclaim masih menjadi
tantangan tersendiri karena pengawasan terhadap konten promosi digital tidak selalu
efektif. Dalam era media sosial, produsen kerap memanfaatkan influencer untuk
mempromosikan produk dengan narasi yang meyakinkan, namun sering kali
menyesatkan. Strategi ini menciptakan ketimpangan informasi antara produsen dan
konsumen, di mana konsumen tidak selalu memiliki kemampuan untuk menilai
keakuratan klaim yang disampaikan. Akibatnya, banyak konsumen yang merasa
dirugikan setelah membeli produk yang tidak sesuai dengan janji promosi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu ini dari berbagai sudut pandang.
Tahaanii dan Waluyo (2023) meneliti perlindungan hukum bagi konsumen akibat
overclaim dalam deskripsi produk kosmetik tertentu. Kuncoro dan Syamsudin membahas
perlindungan konsumen terhadap produk skincare yang melakukan klaim berlebihan
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secara umum. Sementara Nabilah (2024) meneliti aspek promosi digital dan peran
influencer dalam praktik overclaim. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini
berfokus pada analisis yuridis terhadap dampak overclaim dalam produk kosmetik secara
luas, mencakup kebijakan pemerintah, pengawasan regulatif, serta bentuk perlindungan
hukum terhadap konsumen.

Dengan demikian, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami
bagaimana kebijakan pemerintah mengatur peredaran produk kosmetik di Indonesia dan
bagaimana perlindungan hukum dapat melindungi konsumen dari bahaya overclaim.
Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan
hukum perlindungan konsumen, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pelaku
usaha agar lebih berhati-hati dan etis dalam memasarkan produknya.

Pada akhirnya, fenomena overclaim dalam industri kosmetik bukan hanya persoalan
kejujuran dalam beriklan, tetapi juga menyangkut hak dasar konsumen untuk memperoleh
informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Ketika keindahan dijadikan komoditas yang
dijual melalui janji-janji berlebihan, hukum hadir bukan untuk membatasi kreativitas,
melainkan untuk memastikan bahwa setiap klaim yang disampaikan berpijak pada
kebenaran dan bertanggung jawab secara moral maupun yuridis.

LANDASAN TEORI
Perlindungan Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan sebagai pelindung dari
ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, bukan sekadar kumpulan pasal yang kaku.
Hukum menjadi dasar tatanan sosial yang adil dan berkeadaban, sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga atas pengakuan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Marpi, 2020). Prinsip ini menegaskan
kesetaraan di hadapan hukum dan komitmen negara terhadap keadilan bagi seluruh
rakyat.

Perlindungan hukum berarti upaya menjaga agar hukum tetap berpihak pada
keadilan dan melindungi hak-hak individu, seperti kebebasan berpendapat, perlindungan
dari diskriminasi, dan hak atas keamanan serta pendidikan (Arvante, 2022). Perlindungan
ini terbagi menjadi dua bentuk: preventif, untuk mencegah pelanggaran melalui edukasi
dan pengawasan, serta represif, untuk menyelesaikan pelanggaran dengan pemulihan hak
dan pemberian sanksi (Wamafma, 2023). Keduanya memastikan terciptanya keadilan dan
keseimbangan sosial di masyarakat.

Produk Kosmetik

Kosmetik kini tidak hanya berfungsi mempercantik, tetapi juga menjadi media
ekspresi diri dan bagian dari gaya hidup modern. Menurut BPOM Nomor 17 Tahun 2022,
kosmetik adalah produk yang digunakan pada bagian luar tubuh untuk membersihkan,
memperindah, dan melindungi agar tetap sehat dan menarik (Winata, 2022). Tren
kosmetik halal berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan
kehalalan produk. Sertifikasi halal dari LPPOM MUI menjamin kebersihan bahan, proses
produksi, dan keamanan penggunaannya (Winata, 2022). Secara umum, kosmetik dibagi
menjadi dua jenis: perawatan kulit seperti pelembap dan tabir surya, serta riasan seperti
foundation dan lipstik. Perkembangan teknologi membuat kosmetik kini tak hanya estetis,
tetapi juga fungsional—menggabungkan perawatan, perlindungan, dan gaya (Nada Afifah
& Hidayah, 2024).
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Overclaim dalam Produk Kosmetik

Dalam pemasaran modern, citra sering kali lebih diutamakan daripada substansi.
Salah satu masalah serius di industri kosmetik adalah overclaim, yaitu klaim berlebihan
atau tidak realistis tentang produk tanpa bukti ilmiah yang memadai, sehingga
menyesatkan konsumen (Suci, Azarine, & Hasna, 2024). Praktik ini melanggar UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha
memberikan informasi jujur dan akurat mengenai produknya. BPOM menegaskan bahwa
overclaim dapat menimbulkan kerugian material, immaterial, bahkan risiko kesehatan
(Sembiring, 2024).

Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga psikologis dan kesehatan. Konsumen
dapat kehilangan kepercayaan terhadap merek dan mengalami gangguan kulit akibat
bahan berbahaya yang tidak dicantumkan (Prastianty Ramli et al., 2024; Ngabito, 2024).
Dari sisi hukum, pelaku usaha yang melakukan overclaim dapat dikenai sanksi
administratif hingga pidana, termasuk penarikan produk, pencabutan izin edar, dan
hukuman penjara sesuai UU No. 36 Tahun 2009 dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan. Kejujuran dalam promosi produk bukan hanya etika bisnis, tetapi juga
kewajiban hukum (Sulistianingsih et al., 2023).

Konsumen sebagai Subjek Perlindungan Hukum

Dalam perekonomian modern, konsumen memegang peran penting dalam menjaga
keseimbangan antara produksi dan distribusi. Tanpa kehadiran mereka, roda ekonomi
tidak akan berputar dan industri kehilangan arah. Konsumen bukan sekadar pembeli,
tetapi juga subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dijamin negara.
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah
individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi tanpa tujuan
komersial, sehingga posisinya harus dilindungi secara adil (Yessy & Sharon, 2022).

Konsumen dapat dibedakan menjadi tiga jenis: konsumen umum, yang membeli
untuk kebutuhan pribadi; konsumen antara, yang menggunakan barang untuk proses
produksi; dan konsumen akhir, yang memanfaatkannya tanpa tujuan bisnis. Ketiganya
berhak atas perlindungan hukum yang sama. Menurut Pasal 4 UU Perlindungan
Konsumen, hak-hak tersebut mencakup kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta
informasi yang benar dan kompensasi jika produk tidak sesuai. Perlindungan ini
merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan hubungan ekonomi yang
sehat, adil, dan saling menghormati (Yessy & Sharon, 2022).

Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian sebagai
penghubung antara produksi dan konsumsi. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah individu atau badan yang menjalankan
kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan (Kesuma, 2023). Dalam ekonomi
modern, mereka tidak hanya pencipta nilai tambah, tetapi juga bertanggung jawab
menjaga etika dan keseimbangan pasar.

Sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi, pelaku usaha memiliki hak dan
kewajiban. Mereka berhak atas pembayaran, pembelaan diri, dan pemulihan nama baik,
namun wajib menjamin mutu produk, memberikan informasi jujur, serta menaati hukum
yang berlaku (Fauziah, 2020). Dalam konteks nasional, UMKM berperan sebagai tulang
punggung ekonomi Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong
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pemerataan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kejujuran, inovasi, dan tanggung jawab sosial
menjadi dasar penting bagi pelaku usaha dalam menciptakan ekonomi yang adil dan
berkelanjutan (Khairunnisa, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
normatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku
serta penerapannya terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada
analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian,
khususnya mengenai pengaturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan
perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan pustaka lainnya yang relevan. Bahan-
bahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menganalisis isu hukum
yang dibahas sehingga dapat diperoleh gambaran yang sistematis dan mendalam
mengenai penerapan hukum dalam konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah tentang Peredaran Produk Kosmetik di Indonesia

Kebijakan pemerintah ibarat kompas yang menuntun arah perjalanan bangsa. Ia
bukan sekadar kumpulan peraturan, melainkan strategi besar yang menggerakkan roda
pembangunan menuju kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional. Dalam pusaran era globalisasi yang berubah begitu cepat, kebijakan publik harus
lincah beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang kian kompleks.
Seperti dikemukakan Subianto pada tahun 2020, keteraturan publik adalah fondasi penting
bagi transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara esensial, kebijakan pemerintah hadir sebagai proses sistematis untuk
memecahkan persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ia menuntut
langkah-langkah terencana, keputusan yang berbasis analisis, serta pelibatan para
pemangku kepentingan agar setiap kebijakan tidak sekadar tertulis, tetapi juga berdampak
nyata. Melalui kebijakan yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan
solusi konkret, memanfaatkan sumber daya secara bijak, dan menempatkan kesejahteraan
publik sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan strategis.

Lebih dari sekadar reaksi terhadap permasalahan jangka pendek, kebijakan publik
juga merupakan visi jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aman,
dan berdaya. Dalam konteks industri kosmetik, hal in1 menjadi sangat krusial. Produk
kecantikan bukan hanya komoditas gaya hidup, tetapi juga bersentuhan langsung dengan
kesehatan manusia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pagar
pelindung yang memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar
keamanan, efektivitas, dan kualitas yang diakui sebagaimana dikemukakan oleh
Christasya pada tahun 2024.

Regulasi ketat di sektor kosmetik hadir bukan untuk membatasi kreativitas industri,
melainkan untuk menjamin hak konsumen atas keamanan. Melalui regulasi ini,
masyarakat terlindungi dari paparan bahan berbahaya atau produk ilegal yang dapat
menimbulkan iritasi, alergi, bahkan gangguan kesehatan jangka panjang. Sebaliknya,
pelaku industri justru terdorong untuk berinovasi secara bertanggung jawab dan
menghasilkan produk yang aman, berkualitas, serta selaras dengan tren dan kebutuhan
pasar.
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Di Indonesia, garda terdepan dalam pengawasan kosmetik diemban oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Lembaga ini berwenang menilai, mengatur,
serta memberikan izin edar bagi setiap produk yang dinyatakan aman dan memenuhi
standar mutu. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengajuan Notifikasi Kosmetika, seluruh tahapan mulai dari pengajuan, kelengkapan
dokumen, hingga mekanisme pengawasan dan penarikan produk telah diatur secara rinci.

Pesatnya pertumbuhan industri kosmetik di tanah air sejalan dengan meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan tubuh dan penampilan. Fenomena
ini mendorong pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam mengendalikan arus
produk kosmetik agar konsumen terlindungi dari produk berisiko rendah mutu. Setiap
produk wajib melewati proses registrasi di BPOM sebelum beredar di pasar nasional,
sebuah langkah penting untuk menjamin keamanan dan keandalan produk bagi pengguna.
Prosesnya mencakup pra produksi, produksi sesuai standar, hingga pemantauan pasca
pemasaran untuk memastikan bahwa produk tetap aman dari awal hingga akhir siklus
edarnya.

Selain melalui regulasi, pemerintah juga memperkuat sisi edukatif melalui program
sosialisasi yang menyasar masyarakat umum dan pelaku usaha. Melalui portal resmi
BPOM, publik dapat dengan mudah memeriksa legalitas produk atau melaporkan temuan
yang mencurigakan. Upaya ini menjadi bentuk nyata perlindungan konsumen di tengah
maraknya kosmetik ilegal terutama di platform digital dan perdagangan daring
sebagaimana dijelaskan oleh Wartiani dan rekan rekan pada tahun 2022. Namun,
mengingat luasnya jangkauan pasar, pengawasan yang optimal hanya bisa tercapai lewat
kolaborasi lintas sektor antara BPOM, aparat hukum, pelaku industri, dan konsumen itu
sendiri.

Secara hukum, pengawasan terhadap kosmetik diperkuat dengan berbagai regulasi,
di antaranya Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan
Iklan Kosmetik. Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam memastikan setiap produk
memiliki klaim yang valid, aman, dan berdasarkan bukti ilmiah sebagaimana tercantum
dalam BPOM pada tahun 2024. Standar keamanan mencakup uji stabilitas, bebas
kontaminasi, serta pencantuman label yang jelas mengenai bahan, cara pemakaian, dan
tanggal kedaluwarsa. Dengan begitu, konsumen tidak hanya membeli kecantikan, tetapi
juga keamanan.

Sebagai lembaga utama pengawasan, BPOM memiliki fungsi strategis yang
mencakup penyusunan kebijakan nasional, pengawasan pra dan pasca peredaran, hingga
tindakan hukum terhadap pelanggaran. Dalam praktiknya, BPOM menerapkan inspeksi
langsung, pembelian sampel untuk diuji di laboratorium, serta pembinaan bagi toko yang
menjual produk berisiko. Pengawasan dilakukan pada dua tahap besar, yaitu sebelum
produksi atau pra produksi dan setelah produk beredar atau pasca pemasaran sebagaimana
dijelaskan oleh Siti Zubaeda Halu pada tahun 2023.

Kebijakan pemerintah tentang distribusi kosmetik di Indonesia menitikberatkan
pada tiga fondasi utama yaitu perlindungan konsumen, peningkatan mutu produk, dan
penguatan sistem pengawasan. Melalui strategi ini, pemerintah berupaya membangun
ekosistem industri kosmetik yang sehat dan berkelanjutan. Pengawasan yang Kketat
terhadap bahan baku baik lokal maupun impor menjadi langkah preventif terhadap
penggunaan zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid. Larangan ini
ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang undangan untuk menjamin keamanan
publik.
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Namun, pengawasan yang kuat tidak berarti tanpa tantangan. D1 tengah derasnya
arus promosi digital dan dukungan selebritas, kosmetik ilegal masih beredar luas.
Rendahnya kesadaran produsen dan konsumen memperumit situasi. Meski BPOM telah
memiliki kewenangan mencabut izin edar atas produk yang melakukan klaim berlebihan
sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021, masih dibutuhkan peningkatan sinergi
dengan masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Aziz pada tahun 2020.

Dalam kacamata kesehatan, pengaturan distribusi kosmetik bertujuan melindungi
publik dari risiko bahan berbahaya dan meminimalisir kasus dermatitis atau reaksi kulit
sebagaimana dijelaskan oleh Rismawati dan rekan rekan pada tahun 2024. Dari sisi
ekonomi, regulasi yang baik menciptakan pasar yang adil dan kondusif bagi pelaku usaha
legal, mendorong ekspor, serta melindungi usaha kecil menengah dari serbuan produk
tiruan. Secara sosial, kebijakan ini memperkuat kesadaran konsumen agar lebih bijak
memilih produk aman serta mengurangi tekanan sosial akibat standar kecantikan yang
menyesatkan sebagaimana dijelaskan oleh Rastiawaty dan Alrip pada tahun 2024.

Sementara itu, dari aspek hukum, keberadaan Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024
menjadi benteng utama bagi terciptanya keadilan dalam bisnis kosmetik. Penegakan
hukum yang tegas baik administratif, perdata, maupun pidana diperlukan untuk menekan
pelanggaran seperti klaim berlebithan dan peredaran produk ilegal sebagaimana
disampaikan oleh Manik dan rekan rekan pada tahun 2024 serta Akbar dan rekan rekan
pada tahun 2025. Pelaku usaha yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi berat sesuai
ketentuan hukum bahkan hingga pencabutan izin usaha.

Pada akhirnya, kebijakan pemerintah tentang peredaran kosmetik di Indonesia
bukan hanya instrumen pengendalian, melainkan simbol komitmen negara dalam
menjaga kesehatan dan kepercayaan masyarakat. Melalui sinergi antara regulasi, edukasi,
dan penegakan hukum, Indonesia berupaya membangun industri kosmetik yang tidak
hanya indah di luar, tetapi juga aman dan beretika di dalam.

Bentuk Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Overclaim

Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung klaim
berlebihan atau overclaim merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam
memastikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
Indonesia telah menegaskan komitmennya melalui berbagai regulasi yang dirancang
untuk menekan praktik bisnis menyesatkan, termasuk promosi dan iklan kosmetik yang
berlebihan. Upaya perlindungan ini diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu
perlindungan preventif dan perlindungan represif (Apandy et al., 2021).

Perlindungan preventif memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya
pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebelum menimbulkan kerugian. Langkah ini
diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang mengatur peredaran produk kosmetik di
Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, serta berbagai peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
yang menetapkan standar klaim produk dan keamanan bahan kosmetik. Melalui kebijakan
tersebut, setiap pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang akurat, transparan,
dan tidak menyesatkan mengenai kandungan, manfaat, maupun potensi efek samping
produknya.

Dalam konteks kosmetik yang overclaim, perlindungan preventif juga mencakup
pengawasan yang ketat terhadap iklan dan promosi agar tidak memberikan janji
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berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Langkah ini menjadi sangat penting untuk
mencegah konsumen terjebak dalam informasi yang keliru dan berpotensi membahayakan
kesehatan, sekaligus merugikan dari sisi ekonomi. Dengan demikian, perlindungan
preventif bukan hanya berfungsi sebagai pagar hukum, tetapi juga sebagai bentuk nyata
kepedulian negara terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya (Dr. Filep
Wamafma, 2023).

Selain pengawasan regulatif, perlindungan preventif juga melibatkan edukasi
kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi konsumen yang cerdas dan Kkritis
terhadap informasi produk. Pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat dan media
memiliki peran besar dalam meningkatkan literasi konsumen, khususnya di era digital saat
ini ketika promosi kosmetik semakin gencar melalui platform media sosial. Dengan
meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat, diharapkan konsumen dapat
memilah dan memilih produk berdasarkan informasi yang valid, bukan sekadar terpikat
oleh klaim promosi yang berlebihan (Apandy et al., 2021).

Perlindungan represif hadir ketika pelanggaran terhadap hak-hak konsumen telah
terjadi dan menimbulkan kerugian nyata. Perlindungan ini berfungsi sebagai langkah
penegakan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku
usaha, sekaligus memberikan sanksi yang sepadan kepada pihak yang melakukan
pelanggaran. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat dua jalur
penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, yaitu melalui mekanisme litigasi dan non-
litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui pengadilan, di mana konsumen berhak menuntut
ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penggunaan produk kosmetik yang
terbukti melakukan overclaim. Pada tahap ini, hakim berperan penting dalam menegakkan
keadilan dengan memutus perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku
(Apandy et al., 2021).

Sementara itu, jalur non-litigasi ditempuh di luar pengadilan melalui mekanisme
mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Salah satu lembaga yang berwenang menangani
sengketa konsumen melalui jalur ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK). Lembaga ini hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, sederhana, dan
efisien dibandingkan dengan proses pengadilan. Selain menyelesaikan perselisihan antara
konsumen dan pelaku usaha, BPSK juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
administratif, seperti pencabutan izin edar terhadap produk yang terbukti melakukan
overclaim. Langkah ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi
juga sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri
kosmetik (Dr. Filep Wamafma, 2023).

Lebih jauh lagi, perlindungan represif juga mencakup pertanggungjawaban pidana
dan perdata bagi pelaku usaha yang melanggar hukum. Jika produk kosmetik yang diklaim
berlebihan terbukti mengandung unsur penipuan atau menimbulkan kerugian serius bagi
konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi
juga sebagai langkah pencegahan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan bertanggung
jawab dalam memasarkan produknya. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran
penting sebagai instrumen pengendali sosial yang menjaga keseimbangan antara hak
konsumen dan kepentingan bisnis (Apandy et al., 2021).

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik overclaim
merupakan hasil sinergi antara regulasi pemerintah, penegakan hukum, dan partisipasi
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aktif masyarakat. Pemerintah perlu terus memperkuat sistem pengawasan terhadap
produk kosmetik yang beredar, memperbarui regulasi sesuai perkembangan industri, serta
memastikan penerapan hukum dilakukan secara adil dan konsisten. D1 sisi lain, pelaku
usaha diharapkan menjunjung tinggi etika bisnis dengan memasarkan produk berdasarkan
data ilmiah yang valid, bukan sekadar klaim komersial yang berlebihan. Dengan
kolaborasi yang harmonis antara semua pihak, akan tercipta ekosistem industri kosmetik
yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Dr. Filep
Wamafma, 2023).

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin keamanan dan
mutu produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Melalui Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM), pemerintah membangun sistem pengawasan yang berfungsi untuk
memastikan setiap produk kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan
serta kualitas yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya
perlindungan konsumen di bidang ini telah dijalankan dengan komitmen yang tinggi.
Kehadiran BPOM tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai
benteng utama dalam melindungi masyarakat dari risiko penggunaan produk kosmetik
yang tidak aman dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun pengawasan
dilakukan secara berkelanjutan, belum terdapat ketentuan hukum yang mewajibkan
pemeriksaan rutin dalam periode tertentu terhadap seluruh produk kosmetik di pasaran.
Permasalahan utama masih terletak pada beredarnya produk kosmetik ilegal, terutama
yang dijual melalui platform digital dan pasar tradisional. Oleh karena itu, dibutuhkan
kolaborasi yang lebih kuat antara BPOM, aparat penegak hukum, pelaku usaha,
distributor, dan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan serta penegakan
hukum. Dengan adanya penerapan regulasi secara konsisten dan transparan, industri
kosmetik di Indonesia dapat tumbuh secara sehat, bertanggung jawab, serta menjaga
kepercayaan konsumen melalui jaminan kualitas dan keamanan produk.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar BPOM memperkuat
efektivitas pengawasan dengan menambahkan ketentuan hukum yang mengatur
pemeriksaan berkala terhadap produk kosmetik di pasaran. Langkah ini penting untuk
memastikan bahwa produk yang telah memperoleh izin tetap memenuhi standar
keamanan. Pemerintah juga diharapkan memperluas kerja sama lintas sektor, termasuk
dengan pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, guna membangun sistem pengawasan
yang lebih terintegrasi. Selain itu, penelitian berkelanjutan mengenai bahan-bahan
kosmetik baru perlu terus dikembangkan untuk menghadapi dinamika industri yang
semakin inovatif. Pedoman yang lebih rinci terkait keamanan dan efektivitas bahan
kosmetik akan membantu mendorong industri yang kompetitif sekaligus memberikan
perlindungan maksimal bagi konsumen. Dengan sinergi antara regulasi, pengawasan, dan
kesadaran masyarakat, tujuan utama perlindungan konsumen dalam bidang kosmetik
dapat terwujud secara berkelanjutan.
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